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BUPATI SERUYAN, 

bahwa Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
pemberi kerja dan pekerjanya serta setiap orang selain 
pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang 

memenuhi persyaratan kepersertaan dalam Program Badan 
Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta 
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan, 

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan, 

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 

Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4180), 
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: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4729), 

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456), 

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801), 

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256): 

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495): 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia 5437): 
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11, 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41): 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5714) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6427): 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6091): 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6623): 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain 
dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781): 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 
Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Nomor 69): 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 
77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan 
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 
2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Nomor 85): 
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27. 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 
34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan 
Nomor 68): 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Nomor 76): 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM 
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

Daerah adalah Kabupaten Seruyan. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

Bupati adalah Bupati Seruyan. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah 
Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan 
Kematian. 
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11. 

12, 

13. 

14. 

15. 

16. 

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat 
JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau 
pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta 
mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang 
disebabkan oleh lingkungan kerja. 

Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah 
manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris 
ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan 
kerja. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan mesyarakat setempat 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, 
badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan 
tenaga kerja atau penyelenggara negara yang 
mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, 
upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang 
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang 
telah membayar iuran. 

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. 

Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja 
dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk 
lain dari pemberi kerja, termasuk pekerja harian lepas, 
borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu. 

Pekerja bukan penerima upah adalah pekerja yang 
melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri 
untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau 
usahanya tersebut. 

Turan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur 
oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. 

Bantuan luran adalah luran yang dibayar oleh Pemerintah 
atau pihak lain bagi Pekerja di luar hubungan kerja atau 
Pekerja mandiri, yang berpenghasilan rendah dan 
memiliki risiko tinggi, sebagai Peserta program Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan. 

Gaji dan Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar 
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 
bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan 
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

(1) 

2 

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang 
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, 
dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ 
atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah desa. 

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut 
BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa 
dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, 
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 
produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana 
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 
pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya 
disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

Pasal 2 

Maksud pengaturan Peraturan Bupati ini sebagai dasar 
hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS 
Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi 
tenaga kerja di daerah. 

Tujuan Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya 
perlindungan sosial bagi tenaga kerja di daerah melalui 
Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 
daerah. 
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(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja 
melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi: 
a. Kepesertaan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan, 
Pendaftaran Peserta: 

Penganggaran dan Pembiayaan Iuran: dan 
Pendanaan. A

p
 

BAB II 
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL 

KETENAGAKERJAAN 

Pasal 3 

Setiap pekerja penerima upah di daerah wajib mengikuti 
Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
melalui BPJS Ketenagakerjaan. 

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. JKK: dan 

b. JKM. 

Pasal 4 

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: 
a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah: dan 
b. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa di daerah: 

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada perangkat 

daerah atau unit kerja perangkat daerah yang upah/ 
uang jasanya bersumber dari APBD: 

b. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada 
BLUD yang upah/ uang jasanya bersumber dari 
Anggaran BLUD, 

c. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha 
Milik Daerah/ BUMDes yang upah/ uang jasanya 
bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah/ 
BUMDes, dan 

d. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada 
Pemerintah Desa yang upah/ uang jasanya bersumber 
dari APBDes. 

Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa di daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. kepala desa: 
b. sekretaris desa, dan 
c. perangkat desa. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

BAB III 
PENDAFTARAN PESERTA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 

Pemberi Kerja dan Pekerja yang memenuhi persyaratan 
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan wajib 
mendaftarkan dirinya sebagai peserta. 

Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya 
dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS 
Ketenagakerjaan sesuai dengan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan yang diikuti. 

Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan 
data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pendaftaran 

Paragraf 1 
Pekerja yang Bekerja pada Pemerintah Daerah 

Pasal 6 

Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja 
pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh: 
a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Bidang 

Ketenagakerjaan: 
b. Pimpinan BLUD: atau 
Cc. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Paragraf 2 
Pekerja yang Bekerja pada Pemerintah Desa 

Pasal 7 

Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja 
pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau 
Penjabat Kepala Desa/ Pimpinan BUMDes. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 3 
Peserta Penerima Upah 

Pasal 8 

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam 
mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya wajib 
menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara 
lengkap yang meliputi data dirinya dan data pekerja beserta 
anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran 
diterima dari BPJS Ketenagakerjaan. 

BAB IV 
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN 

Bagian Kesatu 
Penganggaran Bagi Pemerintah Daerah 

dan Pemerintah Desa 

Pasal 9 

(l) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan 
anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran 
kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. 

(2) Penganggaran iuran Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: 
a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah, atau 
b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jaminan 

sosial ketenagakerjaan. 

(3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

Bagian Kedua 
Juran Peserta Penerima Upah 

Paragraf 1 
Iuran JKK 

Pasal 10 

(1) Iuran JKK bagi Peserta Penerima Upah, dikelompokkan 
dalam 5 (Lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, 
meliputi: 
a. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,244 (Nol Koma 

Dua Puluh Empat Persen) dari upah sebulan: 
b.tingkat risiko rendah sebesar 0,544 (Nol Koma Lima 

Puluh Empat Persen) dari upah sebulan: 
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c. tingkat risiko sedang sebesar 0,899 (Nol Koma Delapan 
Puluh Sembilan Persen) dari upah sebulan, 

d.tingkat risiko tinggi sebesar 1,274 (Satu Koma Dua 
Puluh Tujuh Persen) dari upah sebulan, 

e. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,746 (Satu Koma 
Tujuh Puluh Empat Persen) dari upah sebulan. 

(2) Besarnya iuran JKK ditetapkan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok 
tingkat resiko lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 2 
Iuran JKM 

Pasal 11 

luran JKM bagi Peserta Penerima Upah sebesar 0,305 (Nol 
Koma Tiga Puluh Persen) dari upah sebulan. 

Bagian Kedua 
Pembayaran Juran 

Pasal 12 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan 
dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur 
Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS 
Ketenagakerjaan. 

(2) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban 
peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS 
Ketenagakerjaan, kecuali penerima bantuan iuran yang 
ditanggung oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran 
yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS 
Ketenagakerjaan. 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 13 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan 
dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur 
Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS 
Ketenagakerjaan. 

(2) Koordinasi pembinaan secara terpadu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana 
yang ditetapkan oleh Bupati. 

|
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(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memiliki tugas: 
a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan jaminan 

sosial ketenagakerjaan di daerah: 
b. melaksanakan sosialisasi ketentuan peraturan 

perundang-undangan pada Bidang Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan di daerah, 

c. melaksanakan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan di daerah, 

d. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan 
penyelesaian kasus Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 
daerah: 

e. melaksanakan penegakan hukum bagi pihak yang 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah: 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
jaminan sosial Ketenagakerjaan di daerah, dan 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. 

BAB VI 
SANKSI 

Pasal 14 

Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan 
sanksi administratif berupa teguran tertulis. 

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal 15 

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 
dibebankan pada: 
a. APBD: 

b. APBDes, dan/atau 
c. Turan Peserta. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini sebagai acuan pelaksanaan Program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS 
Ketenagakerjaan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 1 
Januari 2022.



BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. 

Diundangkan di Kuala Pembuang 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 30 Juni 2022 

BUPATI SERUYAN, 

amis 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERUY, 

30 NN 

JAINUDDIN NOOR 
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